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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya kebijakan registrasi 

ulang kartu perdana dengan menggunakan Kartu Keluarga adalah 

dengan mengeluarkan sebuah kebijakan baru demi menekan isu yang 

timbul. Sedangkan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh 

provider, yaitu apabila penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) 

secara massive melakukan tindakan yang merugikan masyarakat maka 

dapat dikenai sanksi perdata dan pidana korporasi. Namun, apabila 

penyalahgunaan dilakukan oleh oknum pegawai provider, maka 

terhadap oknum tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan bagi provider 

dikenakan sanksi perdata dengan menerapkan asas Vicarious Liability 

dengan dasar pasal 1367 KUHPerdata.  

2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

a. Terhadap provider, Masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata 

melalui pengadilan negeri dengan dasar dalil Pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Lain halnya apabila pekerja 
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melakukan suatu kesalahan yang dibuat sendiri tanpa 

sepengetahuan perusahaan maka perusahaan harus bertanggung 

jawab atas apa yang telah dikerjakan oleh pekerja tersebut seperti 

yang tercantum didalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

b. Terhadap pemerintah, Masyarakat dapat mengajukan gugatan 

warga negara atau dikenal dengan Citizen Lawsuit secara bersama 

sama dengan perwakilan. Walaupun model gugatan tersebut belum 

diatur secara khusus, namun Indonesia tetap bisa melaksanakan 

gugatan tersebut dengan dasar Pasal 28 C Ayat 2 yang menyatakan 

bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya. Faktanya, gugatan Citizen 

Lawsuit sudah banyak dilakukan di Indonesia, maka dengan itu, 

dalam hal memperoleh keadilan atas bocornya data pribadi yang 

mengakibatkan kerugian, maka masyarakat Indonesia dapat 

mengajukan gugatan kepada pemerintah yang dianggap lalai dalam 

memenuhi hak-hak warga negara dan apabila dikabulkan oleh 

hakim, maka pemerintah akan dihukum supaya mengeluarkan 

kebijakan untuk menyelesaian persoalan kelalaian tersebut, namun 

masyarakat tidak dapat meminta ganti rugi yang bersifat riil karena 

pada dasarnya Citizen Lawsuit menyangkut kepentingan umum.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah 

Diharapkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi segera 

disahkan demi terciptanya ketertiban akibat disahkannya Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 yang 

membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk 

menyalahgunakan data pribadi masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji 

dan mengevaluasi kekurangan dari kebijakan sebelum disahkan dan 

dipublikasikan. Pemerintah juga perlu membuat peraturan mengenai 

Citizen Lawsuit agar memberi kekuatan kepada masyarakat demi 

terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pemerintah atau otoritas 

negara karena gagal dalam memenuhi kewajiban dalam implementasi 

suatu kebijakan. 

2. Untuk masyarakat 

Masyarat sudah harus bisa menjaga baik data pribadi maupun data 

keluarga agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Menjaga data 

pribadi dapat dilakukan dengan cara seperti memberikan data kepada 

pihak yang tepat apabila kita memang membutuhkan bantuan atau saat 
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mengakses aplikasi online baik fintech, e-commerce, maupun media 

sosial, juga selalu melakukan double checking. 

 

3. Untuk akademisi penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

penelitian lebih lanjut terutama mengenai pentingnya kebijakan 

perlindungan data pribadi agar segera disahkan mengingat banyaknya 

sektor yang harus bersandar pada perlindungan data pribadi di era 

milenial ini.  

  


